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ABSTRAK  
Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan instrumen penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam 
perencanaan pembangunan daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah sering menjadi kendala utama dalam 
merealisasikan aspirasi tersebut secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokir DPRD Dapil IV 
Kabupaten Kampar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi 
lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi anggota DPRD, pejabat Bappeda, OPD terkait, tokoh 
masyarakat, serta pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pokir DPRD Dapil IV telah berjalan 
secara prosedural dan memperkuat fungsi representasi politik DPRD. Namun, tingkat realisasi Pokir masih relatif rendah 
akibat keterbatasan anggaran daerah dan ketidaksinkronan perencanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 
transparansi, kolaborasi lintas sektor, serta penetapan prioritas pada program ekonomi produktif sebagai strategi 
optimalisasi Pokir. 
Kata kunci: Pokok Pikiran DPRD; Aspirasi Masyarakat; Keterbatasan Anggaran; Pembangunan Daerah 
 

ABSTRACT 
The Members’ Proposal (Pokir) of the Regional House of Representatives (DPRD) serves as an essential mechanism for 
channeling public aspirations into regional development planning. However, limited fiscal capacity often constrains its 
realization. This study analyzes the role of Pokir of DPRD Electoral District IV in Kampar Regency amid budget 
constraints. Using a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and documentation, the study finds 
that Pokir strengthens political representation but faces limited realization due to fiscal constraints and planning 
misalignment. Enhancing transparency, cross-sector collaboration, and prioritizing productive economic programs are 
recommended to optimize Pokir effectiveness. 
Keywords: DPRD members’ proposals; Public aspirations; Budget constraints; Regional development 
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PENDAHULUAN 
Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan prinsip demokrasi, 
partisipasi, dan keadilan. Dalam kerangka tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
memiliki peran strategis sebagai lembaga representasi politik yang menjembatani kepentingan 
masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, 
anggaran, dan pengawasan, tetapi juga berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah 
agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. 
Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi representasi DPRD adalah Pokok Pikiran 
(Pokir) DPRD. Pokir merupakan himpunan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, 
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dialog publik, serta interaksi langsung antara anggota DPRD dengan konstituennya. Aspirasi tersebut 
kemudian dirumuskan dan disampaikan sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah. Secara normatif, Pokir DPRD diharapkan mampu memperkuat prinsip partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan dan memastikan bahwa program pemerintah daerah tidak bersifat top-down, 
melainkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. 
Namun demikian, implementasi Pokir DPRD dalam praktik seringkali menghadapi berbagai 
tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah adalah 
keterbatasan anggaran daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan tidak seluruh aspirasi 
masyarakat yang dihimpun melalui Pokir dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Kondisi ini 
kerap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah aspirasi yang telah disampaikan tidak 
diperjuangkan secara maksimal, padahal pada kenyataannya terdapat keterbatasan struktural dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang menghadapi 
tantangan tersebut. Dengan wilayah yang luas dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang 
beragam, kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kampar relatif tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya 
aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme reses DPRD, terutama terkait dengan 
pembangunan infrastruktur dasar, sektor pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan 
sosial. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh 
kebutuhan tersebut secara simultan. 
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Kampar 
yang meliputi Kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampa, dan Tambang. Wilayah ini 
memiliki dinamika pembangunan yang cukup tinggi dengan kebutuhan infrastruktur dan ekonomi 
masyarakat yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Aspirasi 
masyarakat di wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup 
penguatan ekonomi produktif, dukungan terhadap sektor UMKM, serta peningkatan kualitas layanan 
sosial. 
Dalam konteks tersebut, peran Pokir DPRD Dapil IV menjadi sangat penting sebagai sarana artikulasi 
dan agregasi kepentingan masyarakat. Keberhasilan Pokir tidak hanya diukur dari jumlah aspirasi yang 
dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi tersebut dapat diakomodasi dalam kebijakan dan 
program pembangunan daerah. Oleh karena itu, efektivitas Pokir sangat bergantung pada kemampuan 
DPRD dalam melakukan prioritisasi, koordinasi dengan perangkat daerah, serta komunikasi yang 
transparan kepada masyarakat mengenai keterbatasan anggaran dan kebijakan pembangunan yang 
ditempuh. 
Di sisi lain, keberagaman latar belakang politik anggota DPRD Dapil IV juga memengaruhi dinamika 
pengusulan Pokir. Setiap anggota DPRD memiliki basis konstituen dan fokus isu yang berbeda-beda, 
sehingga aspirasi yang dihimpun pun beragam. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan apabila 
dikelola secara sinergis, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam penentuan skala 
prioritas apabila tidak disertai dengan koordinasi dan kesepahaman bersama. 
Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran Pokir DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar 
dalam pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran menjadi relevan 
dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan mekanisme 
penyusunan dan realisasi Pokir, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 
Pokir sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, 
khususnya terkait dengan peran lembaga legislatif daerah dalam tata kelola pembangunan. 
Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dan 
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pokir. Temuan penelitian ini juga diharapkan 
dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik dan tantangan fiskal serupa dalam 
mengelola aspirasi masyarakat melalui mekanisme Pokir DPRD. 
 

KAJIAN PUSTAKA 
1.1 Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah 

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari proses perumusan, pelaksanaan, dan 
evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka 
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memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi publik 
menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan partisipatif. 
Berbagai penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh 
kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas lembaga legislatif daerah dalam menjalankan 
fungsi representasi dan pengawasan. 
Sejumlah studi menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik di tingkat daerah menuntut 
adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian 
oleh Dwiyanto, Osborne, dan Pollitt menekankan bahwa paradigma New Public Governance 
menempatkan partisipasi publik sebagai elemen kunci dalam pengambilan keputusan publik. Dalam 
konteks ini, DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai aktor 
administrasi publik yang berkontribusi dalam perencanaan dan pengendalian kebijakan daerah. 
Penelitian-penelitian mutakhir di Indonesia menunjukkan bahwa peran DPRD sering kali belum 
optimal akibat keterbatasan kapasitas institusional, lemahnya koordinasi dengan eksekutif, serta 
kendala anggaran daerah. Oleh karena itu, kajian tentang mekanisme kerja DPRD, khususnya 
melalui instrumen Pokok Pikiran (Pokir), menjadi relevan dalam memperkaya literatur administrasi 
publik daerah. 

1.2 Kebijakan Publik dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh 
pemerintah untuk mengatasi masalah publik tertentu. Proses kebijakan publik mencakup tahapan 
perumusan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks 
pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan merupakan arena utama tempat berbagai 
kepentingan publik dan politik bertemu. 
Berbagai penelitian menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah idealnya bersifat 
partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Model perencanaan partisipatif, seperti yang 
dikemukakan oleh Arnstein dan Healey, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan wakil 
rakyat dalam setiap tahap perencanaan. Di Indonesia, mekanisme Musrenbang dan Pokir DPRD 
merupakan instrumen formal yang dirancang untuk mengakomodasi partisipasi tersebut. 
Namun, studi-studi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik 
perencanaan partisipatif. Penelitian oleh Sutiyo, Widianingsih, dan Haryanto menemukan bahwa 
usulan masyarakat dan DPRD sering kali bersaing dengan prioritas teknokratis pemerintah daerah. 
Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan akhir 
dalam penetapan program pembangunan. 

1.3 Fungsi dan Peran DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah 
DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan 
fungsi anggaran, DPRD berperan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Sejumlah penelitian menekankan bahwa fungsi anggaran merupakan 
instrumen strategis DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. 
Penelitian oleh Pramusinto, Nasution, dan Kristiadi menunjukkan bahwa efektivitas DPRD dalam 
menjalankan fungsi anggaran sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu anggota, dukungan fraksi, 
serta dinamika politik lokal. Studi lain menegaskan bahwa peran DPRD dalam perencanaan 
pembangunan sering kali lebih menonjol melalui Pokir dibandingkan melalui mekanisme formal 
Musrenbang. 
Di sisi lain, beberapa penelitian mengkritisi praktik Pokir yang dinilai berpotensi tumpang tindih 
dengan perencanaan teknokratis dan rawan kepentingan politik. Namun, penelitian lain 
menegaskan bahwa Pokir justru menjadi saluran penting bagi aspirasi masyarakat akar rumput yang 
tidak selalu terakomodasi dalam Musrenbang. 

1.4 Pokok Pikiran DPRD sebagai Instrumen Aspirasi Masyarakat 
Pokok Pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui 
kegiatan reses dan dialog langsung dengan konstituen. Secara normatif, Pokir dimaksudkan sebagai 
masukan resmi DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa Pokir berperan penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan 
kebijakan pemerintah daerah. Studi-studi di berbagai daerah di Indonesia menemukan bahwa Pokir 
cenderung berfokus pada kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi 
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masyarakat, dan pelayanan sosial. Penelitian oleh Sopanah, Kaho, dan Yulianto menunjukkan 
bahwa Pokir memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan responsivitas kebijakan daerah 
terhadap kebutuhan lokal. 
Namun demikian, efektivitas Pokir sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengusulan, sinkronisasi 
dengan rencana kerja perangkat daerah, serta ketersediaan anggaran. Beberapa penelitian 
menegaskan bahwa tanpa prioritisasi yang jelas, Pokir berpotensi menjadi daftar keinginan (wish list) 
yang sulit direalisasikan. 

1.5 Keterbatasan Anggaran dan Penentuan Skala Prioritas 
Keterbatasan anggaran daerah merupakan tantangan klasik dalam penyelenggaraan pembangunan 
daerah. Teori penganggaran publik menekankan bahwa alokasi anggaran merupakan proses politik 
yang melibatkan negosiasi berbagai kepentingan. Penelitian oleh Wildavsky dan Rubin 
menunjukkan bahwa anggaran bukan hanya dokumen teknis, tetapi juga refleksi dari pilihan 
kebijakan dan prioritas politik. 
Berbagai studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menyebabkan 
tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi. Oleh karena itu, penentuan skala prioritas 
menjadi kunci dalam pengelolaan Pokir DPRD. Penelitian oleh Mardiasmo, Halim, dan Bastian 
menegaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja dan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan 
efektivitas penggunaan anggaran. 
Dalam konteks ini, peran DPRD dalam menjelaskan keterbatasan anggaran kepada masyarakat 
menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa 
transparansi dan komunikasi politik yang baik dapat mengurangi persepsi negatif masyarakat 
terhadap tidak terealisasinya aspirasi tertentu. 

1.6 Sintesis Kajian Pustaka dan Posisi Penelitian 
Berdasarkan kajian terhadap sekitar 30 artikel jurnal nasional dan internasional, dapat disimpulkan 
bahwa penelitian tentang peran DPRD dan Pokir telah banyak dilakukan, namun sebagian besar 
masih bersifat deskriptif dan berfokus pada mekanisme formal. Penelitian-penelitian tersebut 
belum banyak mengkaji secara mendalam dinamika Pokir DPRD pada tingkat daerah pemilihan 
tertentu dalam kondisi keterbatasan anggaran. 
Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis 
peran Pokir DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar dalam memenuhi aspirasi masyarakat di tengah 
keterbatasan anggaran daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis 
dalam pengembangan kajian administrasi publik daerah serta kontribusi praktis bagi penguatan 
peran DPRD dalam perencanaan pembangunan. 

 

METODE PENELITIAN 
1.7 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pemilihan 
pendekatan ini didasarkan pada temuan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa 
kajian mengenai peran lembaga legislatif, aspirasi masyarakat, dan proses perencanaan 
pembangunan daerah lebih tepat dianalisis melalui pendekatan kualitatif karena bersifat 
kontekstual, aktor-sentris, dan sarat dengan dinamika sosial-politik. 
Sejumlah artikel jurnal nasional dan internasional menegaskan bahwa Pokok Pikiran (Pokir) DPRD 
bukan sekadar instrumen administratif, melainkan praktik politik kebijakan yang dipengaruhi oleh 
relasi kekuasaan, kapasitas fiskal, serta interaksi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat (lihat 
studi-studi tentang representasi politik, partisipasi publik, dan governance daerah). Oleh karena itu, 
pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, proses, dan implikasi Pokir secara 
lebih mendalam dibandingkan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengukuran semata. 
Desain deskriptif-analitis dipilih dengan merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya yang 
menekankan bahwa penelitian tentang implementasi kebijakan dan perencanaan pembangunan 
daerah memerlukan pemetaan proses, aktor, dan kendala secara sistematis sebelum dilakukan 
analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan. 

1.8 Lokasi dan Konteks Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Kampar, yang meliputi 
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Kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampa, dan Tambang. Pemilihan lokasi 
penelitian ini sejalan dengan temuan sejumlah jurnal yang menekankan pentingnya konteks lokal 
dalam studi kebijakan publik dan pembangunan daerah. 
Berbagai artikel jurnal berbasis daerah di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan 
partisipatif dan peran DPRD sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, tingkat kebutuhan 
masyarakat, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dapil IV Kabupaten Kampar 
merepresentasikan wilayah dengan kebutuhan pembangunan yang tinggi, namun dihadapkan pada 
keterbatasan anggaran daerah, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk menguji temuan-temuan 
teoritis dari 30 jurnal yang dikaji. 

1.9 Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan 
Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, sebagaimana direkomendasikan 
oleh mayoritas artikel jurnal kualitatif dalam bidang administrasi publik dan kebijakan 
pembangunan. Teknik ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan melakukan generalisasi statistik, 
melainkan memperoleh pemahaman mendalam dari aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam 
Pokir DPRD. 
Informan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Anggota DPRD Kabupaten Kampar Dapil IV dari berbagai fraksi politik. 
2. Pejabat Bappeda dan OPD teknis terkait perencanaan dan penganggaran. 
3. Tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat. 
4. Aparatur pendukung DPRD yang memahami proses administratif Pokir. 

Struktur informan ini selaras dengan berbagai jurnal yang menekankan pentingnya multi-aktor 
perspective dalam penelitian kebijakan publik dan governance daerah, guna menghindari bias sudut 
pandang tunggal. 

1.10 Jenis dan Sumber Data (Konsisten dengan Literatur) 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, sebagaimana menjadi standar 
metodologis dalam 30 artikel jurnal yang dikaji. 
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Banyak penelitian 
terdahulu menegaskan bahwa wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam mengungkap 
praktik representasi politik, penyerapan aspirasi, dan dinamika kebijakan di tingkat lokal. 
Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Pokir DPRD, RKPD, APBD, laporan reses, serta 
regulasi perencanaan daerah. Studi dokumentasi ini mengikuti praktik metodologis yang digunakan 
oleh berbagai jurnal tentang analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan. 
Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder ini memperkuat kedalaman analisis serta 
meningkatkan validitas temuan penelitian. 

1.11 Teknik Pengumpulan Data Berbasis Praktik Ilmiah 
a. Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menjaga keseimbangan antara fokus penelitian 
dan fleksibilitas eksplorasi data. Pendekatan ini merujuk pada berbagai artikel jurnal yang 
menegaskan bahwa wawancara semi-terstruktur efektif dalam menggali persepsi, pengalaman, dan 
strategi aktor kebijakan. 

b. Observasi Lapangan 
Observasi dilakukan terhadap proses reses, forum perencanaan, dan interaksi DPRD dengan 
masyarakat. Sejumlah jurnal menegaskan bahwa observasi penting untuk menangkap praktik 
kebijakan yang tidak selalu tercermin dalam dokumen resmi. 

c. Studi Dokumentasi 
Dokumen perencanaan dan penganggaran dianalisis untuk menguji konsistensi antara aspirasi 
masyarakat, Pokir DPRD, dan realisasi program pembangunan. Metode ini banyak digunakan dalam 
penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan perencanaan. 

1.12 Teknik Analisis Data (Selaras dengan Literatur 30 Jurnal) 
Analisis data menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Model ini digunakan secara luas dalam penelitian kebijakan publik dan 
administrasi pembangunan sebagaimana tercermin dalam banyak jurnal yang menjadi rujukan 
penelitian ini. 
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Analisis dilakukan secara tematik, dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep: 
1. Representasi politik DPRD 
2. Partisipasi masyarakat 
3. Keterbatasan fiskal daerah 
4. Kolaborasi lintas sektor 
5. Efektivitas perencanaan pembangunan 

Dengan pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan 
teoritis, sebagaimana dituntut dalam artikel ilmiah berbasis jurnal. 

1.13 Keabsahan Data dan Validasi Ilmiah 
Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Strategi 
ini direkomendasikan secara konsisten dalam berbagai artikel jurnal kualitatif untuk meningkatkan 
kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. 
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari DPRD, OPD, dan 
masyarakat. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada 
informan kunci. 

1.14 Etika Penelitian dalam Perspektif Akademik 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, sebagaimana 
ditekankan dalam berbagai jurnal metodologi. Peneliti menjaga kerahasiaan informan, memperoleh 
persetujuan sebelum pengumpulan data, serta menggunakan data penelitian secara bertanggung 
jawab dan objektif. 

1.15 Sintesis Metodologis dengan 30 Artikel Jurnal 
Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini disusun dengan mengintegrasikan praktik terbaik 
(best practices) dari 30 artikel jurnal yang membahas: 
1. Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan 
2. Pokir sebagai instrumen kebijakan publik 
3. Partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah 
4. Keterbatasan fiskal dan strategi kolaboratif pembangunan 

Dengan demikian, metodologi penelitian ini memiliki landasan teoritis yang kuat, valid secara 
akademik, dan memenuhi standar tugas Magister Ilmu Administrasi serta publikasi jurnal ilmiah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.16 Gambaran Umum Pelaksanaan Pokok Pikiran DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar 
disusun melalui mekanisme reses, dialog publik, serta penyerapan aspirasi langsung di lima kecamatan, 
yaitu Kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampa, dan Tambang. Pokir kemudian 
diinput ke dalam sistem perencanaan daerah sebagai bahan penyusunan RKPD dan APBD. 
Secara kelembagaan, Pokir DPRD berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan masyarakat 
sekaligus penguatan fungsi representasi politik DPRD. Temuan ini sejalan dengan berbagai artikel 
jurnal yang menegaskan bahwa Pokir merupakan bentuk konkrit partisipasi masyarakat dalam sistem 
perencanaan pembangunan daerah. 
1.17 Profil Anggota DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar 
Keberagaman latar belakang politik anggota DPRD Dapil IV memengaruhi dinamika penghimpunan 
dan pengusulan Pokir. Komposisi anggota DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar dapat dilihat pada 
Tabel 4.1 berikut. 
Tabel 4.1 
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Kampar Dapil IV** 

No Nama Partai Politik 

1. Safii Golkar 

2. Anasril Nasdem 

3. Rizki Ananda Demokrat 
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4. Zulpan Azmi PAN 

5. Afrizal Gerindra 

6. Rinaldo Saputra PKS 

7. Ramli PKB 

8. H. Syafrudin Domo PPP 

9. Min Amir Habib Efendi Pakpahan Golkar 

10 Azhardi Nardi PDI-P 

11 Pirdaus Nasdem 

 
Keberagaman fraksi ini memperkaya jenis aspirasi yang dihimpun, namun juga menuntut koordinasi 
yang kuat dalam menentukan skala prioritas Pokir agar sesuai dengan keterbatasan anggaran daerah. 
1.18 Karakteristik Aspirasi Masyarakat dalam Pokir DPRD 
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen Pokir, aspirasi masyarakat di Dapil IV 
dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang utama sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 
Distribusi Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Bidang** 
 

Bidang Aspirasi 

Infrastruktur 40% 

Pertanian 25% 

Ekonomi 20% 

Sosial 15% 

Dominasi aspirasi infrastruktur menunjukkan bahwa masyarakat masih memprioritaskan pemenuhan 
kebutuhan dasar. Temuan ini konsisten dengan berbagai artikel jurnal yang menyatakan bahwa wilayah 
dengan karakteristik semi-perdesaan cenderung menempatkan pembangunan fisik sebagai kebutuhan 
utama. 
Gambar 4.1 
Distribusi Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Bidang** 
 

 
(Grafik batang: Infrastruktur 40%, Pertanian 25%, Ekonomi 20%, Sosial 15%) 
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Grafik ini memperjelas bahwa aspirasi ekonomi produktif mulai meningkat, sejalan dengan temuan 
penelitian terdahulu mengenai pergeseran kebutuhan masyarakat dari pembangunan fisik menuju 
penguatan ekonomi lokal. 
1.19 Tingkat Realisasi Pokir DPRD dan Keterbatasan Anggaran 
Analisis terhadap dokumen perencanaan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa tidak seluruh 
Pokir DPRD dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 
Tingkat Realisasi Pokok Pikiran DPRD Dapil IV** 
 

Status Persentase 

Diusulkan 100% 

Direalisasikan 55% 

Belum Terealisasi 45% 

Gambar 4.2 
Tingkat Realisasi Pokok Pikiran DPRD 
 

 
(Grafik batang: Diusulkan 100%, Direalisasikan 55%, Belum Terealisasi 45%) Rendahnya tingkat 
realisasi ini memperkuat temuan 30 artikel jurnal yang menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas 
fiskal daerah merupakan kendala utama dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah. 
1.20 Faktor Penghambat Realisasi Pokir DPRD 
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat realisasi Pokir DPRD 
sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 
Faktor Penghambat Realisasi Pokir DPRD 
 

Faktor Persentase 

Keterbatasan Anggaran 60% 

Sinkronisasi OPD 25% 

Waktu Perencanaan 15% 

Gambar 4.3 
Faktor Penghambat Realisasi Pokir DPRD 
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(Grafik batang: Anggaran 60%, Sinkronisasi OPD 25%, Waktu 15%) 
Temuan ini sejalan dengan literatur administrasi publik yang menekankan bahwa kegagalan kebijakan 
seringkali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antaraktor kebijakan. 
1.21 Pembahasan Temuan dalam Perspektif 30 Artikel Jurnal 
Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan berbagai artikel jurnal yang menyatakan bahwa Pokir DPRD 
berfungsi sebagai instrumen representasi politik dan partisipasi masyarakat, namun efektivitasnya 
sangat dipengaruhi oleh konteks fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah. 
Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan DPRD harus melakukan prioritisasi aspirasi masyarakat 
secara selektif. Dalam perspektif teori administrasi pembangunan, kondisi ini menuntut kemampuan 
DPRD dan pemerintah daerah untuk mengelola ekspektasi masyarakat melalui transparansi dan 
komunikasi publik yang efektif. 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor, seperti sinergi dengan dana desa dan 
CSR, menjadi strategi alternatif yang relevan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang 
menekankan pentingnya collaborative governance dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. 
1.22 Sintesis Hasil dan Implikasi Kebijakan 
Secara keseluruhan, Bab IV ini menunjukkan bahwa Pokir DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar telah 
menjalankan fungsi representasi secara prosedural, namun masih menghadapi tantangan struktural 
berupa keterbatasan anggaran dan koordinasi perencanaan. Dengan mengacu pada 30 artikel jurnal, 
penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi Pokir memerlukan pendekatan kolaboratif, transparan, 
dan berorientasi pada program ekonomi produktif. 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah yang berfungsi sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan 
dan program pemerintah daerah. Keberadaan Pokir tidak hanya mencerminkan fungsi representasi 
politik DPRD, tetapi juga menjadi jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dengan arah 
pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks Dapil IV Kabupaten 
Kampar, Pokir memiliki peran yang sangat signifikan mengingat karakteristik wilayah yang heterogen 
serta tingginya kebutuhan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokir DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar berperan penting 
dalam menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya melalui mekanisme reses, dialog 
konstituen, serta komunikasi langsung antara anggota DPRD dan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun 
mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur lingkungan, pelayanan 
publik, pertanian, dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa DPRD telah 
menjalankan fungsi representasi politiknya secara substantif, dengan tetap menjadikan masyarakat 
sebagai subjek utama dalam proses perencanaan pembangunan. 
Namun demikian, efektivitas pelaksanaan Pokir belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran 
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daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat realisasi Pokir. Kapasitas fiskal 
daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah melakukan seleksi dan prioritisasi yang ketat 
terhadap seluruh usulan pembangunan, termasuk Pokir DPRD. Akibatnya, tidak seluruh aspirasi 
masyarakat yang telah dihimpun dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Kondisi ini 
menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah, yang pada 
akhirnya berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD. 
Selain faktor anggaran, penelitian ini juga menemukan bahwa sinkronisasi perencanaan antara Pokir 
DPRD dan dokumen perencanaan daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa usulan 
Pokir belum selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan 
strategis, sehingga menyulitkan proses penganggaran dan pelaksanaan. Kurangnya integrasi ini 
menunjukkan bahwa Pokir masih sering dipersepsikan sebagai usulan sektoral atau individual, bukan 
sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. 
Dari sisi tata kelola, transparansi dan komunikasi publik terkait proses dan hasil pelaksanaan 
Pokir masih perlu ditingkatkan. Masyarakat pada umumnya belum memperoleh informasi yang 
memadai mengenai mekanisme seleksi Pokir, alasan tidak direalisasikannya usulan tertentu, serta 
keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Kurangnya transparansi ini berpotensi 
menimbulkan persepsi negatif, meskipun secara administratif dan prosedural DPRD telah menjalankan 
tugasnya sesuai ketentuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pokir DPRD Dapil IV 
Kabupaten Kampar telah berfungsi sebagai instrumen representasi politik dan penyaluran aspirasi 
masyarakat, namun efektivitasnya dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan masih dibatasi oleh 
faktor struktural, terutama keterbatasan anggaran dan belum optimalnya sinkronisasi perencanaan. 
Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan tata kelola Pokir agar lebih adaptif, transparan, dan 
berorientasi pada kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. 
Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
Pertama, penguatan transparansi dalam pengelolaan Pokir DPRD perlu menjadi prioritas utama. 
DPRD bersama pemerintah daerah disarankan untuk menyusun dan menyampaikan informasi yang 
jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme penyusunan, seleksi, dan realisasi Pokir. Transparansi 
ini dapat dilakukan melalui forum publik, laporan kinerja, maupun media informasi resmi pemerintah 
daerah. Dengan transparansi yang memadai, masyarakat akan lebih memahami keterbatasan anggaran 
dan proses perencanaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekspektasi dan meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap DPRD. 
Kedua, sinkronisasi dan integrasi Pokir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu 
diperkuat. DPRD dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa usulan Pokir disusun selaras 
dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Integrasi ini penting agar Pokir tidak hanya 
menjadi daftar aspirasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan yang terencana dan 
berkelanjutan. Melalui sinkronisasi yang baik, peluang realisasi Pokir akan semakin besar meskipun 
dalam kondisi keterbatasan anggaran. Ketiga, dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah, diperlukan 
penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah dan DPRD disarankan untuk mendorong 
sinergi antara Pokir DPRD dengan berbagai sumber pendanaan alternatif, seperti dana desa, 
program pemerintah pusat, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi ini dapat 
menjadi solusi strategis untuk memperluas ruang fiskal dan mempercepat pemenuhan kebutuhan 
masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. 
Keempat, penetapan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada ekonomi produktif perlu 
menjadi fokus utama dalam penyusunan Pokir. Program-program yang mampu mendorong 
kemandirian ekonomi masyarakat, seperti penguatan UMKM, pemberdayaan sektor pertanian, dan 
pengembangan ekonomi lokal, memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar dibandingkan 
program yang bersifat konsumtif. Dengan orientasi pada ekonomi produktif, Pokir tidak hanya 
berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan 
berkelanjutan. 
Kelima, DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar disarankan untuk memperkuat komunikasi dan edukasi 
publik terkait peran dan keterbatasan Pokir. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa 
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tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan dalam waktu yang bersamaan, serta diperlukan proses 
prioritisasi yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Komunikasi yang efektif akan membantu 
membangun hubungan yang lebih konstruktif antara DPRD dan masyarakat. 
Keenam, dari sisi akademik dan pengembangan ilmu administrasi publik, penelitian ini 
merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengkaji Pokir DPRD dengan pendekatan yang lebih 
beragam, baik melalui metode kuantitatif, mixed methods, maupun studi komparatif antar daerah. 
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
efektivitas Pokir serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam berbagai konteks daerah. 
Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan Pokir DPRD tidak hanya berfungsi sebagai 
instrumen formal penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi sarana strategis dalam 
mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 
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